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ABSTRAK

Periodesasi masa jabatan organisasi seperti lembaga negara merupakan hal
yang penting untuk menciptakan regenerasi dan mencegah tindakan sewenang-
wenang. Namun sayangnya, periodesasi masa jabatan DPR di Indonesia tidak
mengatur secara jelas seperti halnya negara Filipina dan Italia yang diatur secara
konkrit dan jelas dalam konstitusinya. Filipina dan Italia mengatur periodesasi masa
jabatan DPR dalam konstitusi tentu tidak lepas dari sejarah di masa kelam dan
menutup ruang terjadi kesewenang-wenangan di lingkup legislatif. Skripsi ini
menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana
pengaturan masa jabatan DPR dalam konstitusi di Indonesia, Filipina, dan Italia;
dan perbandingan pengaturan masa jabatan DPR dalam konstitusi di Indonesia,
Filipina, dan Italia.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis
normatif (penelitian hukum doktrinal). Data penelitian ini dihimpun menggunakan
library research dengan pendekatan statute approach serta comparartive
approach. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deduktif yang berasal
dari teori dan bahan hukum penelitian yang ada yang kemudian diolah dan
dianalisis menggunakan teori Hukum Tata Negara, pembatasan kekuasaan,
perwakilan, dan jabatan.

Hasil penelitian dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, periodesasi
masa jabatan DPR di Indonesia tidak diatur secara tegas dalam undang-undang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah atau UU MD3. Filipina mengatur periodesasi masa jabatan DPR
cukup jelas dalam konstitusinya hanya dibatasi 3 periode berturut-turut yang mana
tiap periodenya 3. tahun dan tidak ‘dapat mencalonkan kembali. Kemudian,
Konstitusi Italia  mengatur masa jabatan DPR hanya 5 tahun dan tidak
diperkenankan menjabat kembali kecuali dalam keadaan peranng atau undang
menentukan lain. Kedua, dari ketiga negara tersebut, Indonesia, Filipina, dan Italia
hanya Indonesia yang tidak mengatur secara jelas mengenai periodesasi masa
jabatan DPR hingga terjadi kesewenang-wenangan, seperti korupsi dan banyak
anggota DPR yang menjabat secara absolut atau tanpa batas.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama,
menempatkan periodesasi masa jabatan DPR dalam hierarki peraturan perundang-
undang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Kedua, periodesasi masa jabatan DPR hanya 5 (lima) tahun dan dapat dipilih
kembali untuk sekali masa jabatan. Ketiga, memerintahkan MPR untuk menetapkan
jumlah anggota DPR secara tegas dalam konstitusi dengan tujuan untuk efisiensi
anggaran. Keempat, memerintahkan MPR untuk mengamandemen Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mencegah pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
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